
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR   47  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA PULUH TIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 

TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN 

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

DI KOTA TANGERANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANGERANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota 

Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 

29 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Peraturan Wali 

Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi 

Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan 

terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 

2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus 

Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan diubahnya 

Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 

https://jdih.tangerangkota.go.id/



 

 

(Covid-19) di Kota Tangerang sampai dengan ketiga puluh 

tujuh, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 

perlu diubah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Peraturan Wali 

Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi 

Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di Kota Tangerang; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3518); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6487); 

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

326); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19 

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93); 

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2020 Nomor 39); 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota 

Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 

Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Nomor  43  Tahun 2022 

tentang Perubahan Ketiga Puluh Delapan Atas Peraturan 

Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 43); 

11. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29) 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Peraturan Wali Kota 

Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap 

https://jdih.tangerangkota.go.id/



 

 

Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang 

Tahun 2022 Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

PULUH TIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 

TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP 

PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL 

BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota: 

a. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi 

Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2020 Nomor 29); 

b. Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 70); 

c. Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 78); 

d. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 
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Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 4); 

e. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 6); 

f. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9); 

g. Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 49); 

h. Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 52); 

i. Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 74); 

j. Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 76); 
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k. Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 79); 

l. Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 81); 

m. Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 84); 

n. Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Belas 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 93); 

o. Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat 

Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2021 Nomor 99); 

p. Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima 

Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2021 Nomor 108); 
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q. Nomor 119 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam 

Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2021 Nomor 119); 

r. Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh 

Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2021 Nomor 122); 

s. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan 

Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2022 Nomor 2); 

t. Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan 

Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2022 Nomor 18); 

u. Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 24); 

v. Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh 

Satu Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 
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Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2022 Nomor 29); 

w. Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Puluh 

Dua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 

tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 

2022 Nomor 29); 

diubah, sebagai berikut : 

 

 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/kafe 

/pedagang kaki lima/ lapak jajanan atau usaha sejenis 

yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak 

melaksanakan kewajiban:  

a. buka sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari 

berjalan dengan paling banyak pengunjung makan 

75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan 

paling lama 60 (enam puluh) menit; 

b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang 

berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik 

yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang 

berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan 

buka dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. dengan protokol kesehatan yang ketat sampai 

dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan; 

2. dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh 

puluh lima persen);  

3. waktu makan paling lama 60 (enam puluh) 

menit;  

4. satu meja paling banyak 2 (dua) orang; dan 

https://jdih.tangerangkota.go.id/



 

 

5. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi 

untuk melakukan skrining terhadap semua 

pengunjung dan pegawai 

c. restoran/rumah makan yang melayani drive thru 

dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional 

sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari berjalan 

dengan protokol kesehatan secara ketat.  

d. dihapus; 

e. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area 

bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine 

in) dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh 

puluh lima persen) dan waktu makan paling lama 

60 (enam puluh) menit; 

f. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), 

dikenakan sanksi administratif berupa : 

1. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan; 

dan/atau 

2. denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga 

ratus ribu rupiah). 

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan 

pendampingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

(3) Penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 berlaku 

selama 1 (satu)  x  24 (dua puluh empat) jam. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11A 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11A 

(1) Setiap pengelola/ penyelenggara dan 

penanggungjawab usaha perdagangan yang tidak 

menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan 

sebagai berikut: 
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a. untuk supermarket, Hypermarket, pasar 

tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan 

yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan jam 

operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB pada 

hari berjalan dengan kapasitas pengunjung 75% 

(tujuh puluh lima persen); 

b. khusus untuk pasar induk dapat beroperasi 

sesuai dengan jam operasional dan kapasitas 

pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen); 

c. untuk agen/outlet voucher, barbershop/pangkas 

rambut, jasa binatu (laundry), pedagang asongan, 

bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha lain 

yang sejenis buka sampai dengan pukul 22.00 

WIB pada hari berjalan; dan 

d. pasar tradisional yang menjual barang non 

kebutuhan sehari-hari beroperasi dengan 

kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima 

persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 

22.00 WIB pada hari berjalan, 

dikenakan sanksi administratif berupa : 

1. penghentian sementara kegiatan berupa 

penyegelan; dan/atau  

2. denda administrasi sebesar Rp300.000,00 (tiga 

ratus ribu rupiah). 

(2)  Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi 

oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah, dan Kepolisian.  

 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

https://jdih.tangerangkota.go.id/



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.  

 

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal   19 April 2022 

  

 WALI KOTA TANGERANG, 

 

 

            Cap/ttd 

 

   ARIEF R. WISMANSYAH 

 

 

 

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal   19 April 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

  

 

 Cap/ttd 

 

             HERMAN SUWARMAN  

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 47 

https://jdih.tangerangkota.go.id/


